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PRAKTIK KORUPSI PADA PILKADA LANGSUNG DALAM 





Seringkali orang mengatakan politik itu kejam, tak mengindahkan siapa kawan siapa 
lawan, semua cara dan tujuan dihalalkan. Praktek semacam ini pada dasarnya memiliki 
kecenderungan dengan pemikiran politik Machiavelli. Dalam hal ini, diyakini bahwa 
politik, tidak ada gunanya mengikuti peraturan moral. Atas dasar pandangan seperti ini, 
Machiavelli telah membenarkan pengunaan sarana dan alat apapun, untuk meraihkan 
kekuasaan. 
Sedangkan dalam misi besar reformasi di Indonesia tahun 1998 untuk menghadirkan  
pemerintahan yang bersih,  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  masih jauh dari 
harapan. Praktik korupsi melanda  seluruh  lembaga  dan instansi  kenegaraan,  serta   
merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah. Eforia reformasi menjadi sangat 
rentan dengan fenomena perilaku money politics (politik uang) yang semakin merajalela 
dan menghalalkan segala cara untuk menggapai sebuah kekuasaan, terutama pada 
pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Praktik semacam ini pada dasarnya memiliki 
kecenderungan identik dengan pemikiran politik Machiavelli. Oleh sebab itu, fokus 
penelitian ini adalah bagaimana praktik korupsi pada pilkada langsung di Indonesia 
dalam perspektif politik Machiavelli. 
Tulisan ini menggunakan kajian literatur dan melalui pengamatan terhadap praktik 
korupsi pada pilkada langsung di Indonesia. Teori Politik Machiavellian tentang politik 
kebajikan menjadi pisau analis utama dalam mendiskusikan persoalan yang dikaji. 




Problem korupsi2 adalah suatu masalah yang masih menjadi agenda utama di Republik 
Indonesia ini, karena Negara ini telah mengklaim sebagai Negara besar keempat yang 
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2
, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang 
berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau 
dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi 
adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap 
terhadap pejabat atau pegawai negeri. Salah satu definisi tentang korupsi secara umum dikemukakan oleh Leslie 
Palmier
2
, korupsi secara umum merupakan penggunaan fasilitas pemerintah (public office) untuk memperoleh 
keuntungan pribadi. Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang 
mengenai pemberantasan tindak pidan korupsi. Beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang 
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demokratis, namun di lain pihak telah menjadi salah satu Negara yang paling korup di Asia. 
Catatan negatif  mengenai praktik korupsi dapat menghambat proses pembangunan politik di 
Indonesia.  
Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan 
kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-
pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru dan memberikan 
kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para 
pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat. 
Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga 
tertangani dengan baik. Niat untuk memberantas korupsi cukup kuat. Berbagai peraturan dan 
reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak membawa hasil yang 
memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justru terjadi setelah masa reformasi 
dan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung3 yaitu praktik money politic dan bargaining 
politic yang sarat dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).  
Saat ini, di era postmodern ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memanggul banyak 
perkara berat. Tidak hanya dari sudut pandangan ekonomi, Indonesia disana-sini mengalami 
kemerosotan dan Korupsi4 sebuah pemandangan keterpurukan societas yang nampak dalam 
wajah bangsa Indonesia. Politik yang mengalirkan secara langsung mentalitas pemujaan 
kekuasaan secara berlebihan terjadi pada era orde baru dan  pada era reformasi setelah tahun 
1998 tersebut. Pilihan melakukan pilkada langsung sebagai pilihan menuju kedewasaan 
demokrasi telah menguatkan politik kekuasaan baru yakni dalam bentuk pelanggengan praktik 
korupsi di era reformasi. 
Ideologi politik kekuasaan merupakan sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai 
kekuasaan adalah sikap yang dibenarkan. Selama bertahun-tahun gagasan politik Machiavelli 
tentang politik kekuasaan telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak 
penguasa sejak awal dipopulerkannya sampai saat ini. Banyak negarawan dan penguasa dunia 
yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan Machiavelli sebagai bapak 
kekuasaan. Tak terkecuali penguasan dan politisi di Indonesia, mereka secara sengaja telah 
mengadopsi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan Machiavelli itu dalam kehidupan 
politik yang ada. 
Dalam sistem pemerintahan di negara ini, perilaku politik Indonesia memiliki peranan penting 
terhadap berlakunya politik kekuasaan Machiavelli. Dalam konteks sejarah di Indonesia, dapat 
dikatakan bahwa yang termasuk dalam konsep politik kekuasaan Machiavelli, seperti halnya era 
orde baru. Semua orang tahu apa sebenarnya yang terjadi selama masa pemerintahan 
tersebut. Pada kondisi itulah politik diperankan dengan cerdik dalam merebut kekuasaan dan 
membelanya. 
                                                                                                                                                                                           
perlu didalami yaitu kata-kata: “perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan 
keuangangan/perekonomian negara, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
3
 Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat 
diberikan hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan calon kepala daerah yang dianggap mampu 
menyuarakan aspirasinya. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 
2005 dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 
4
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Fokus permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana praktik korupsi pada pilkada 
langsung dalam perspektif Politik Machiavelli. Diharapkan akan memberikan peningkatan 




Machiavelli  politikus kontroversial, ia lahir di kota Firenze, 3 Mei 1469 dan meninggal 22 Juni 
1527. Ayahnya seorang pengacara, tidak kaya tetapi juga tidak miskin. Ayahnya bernama 
Bernando yang berasal dari sebuah keluarga ningrat5. Machiavelli memperoleh pendidikan 
cukup bagus, dengan khas pendidikan Italia yang mengembangkan nilai-nilai humanisme. 
Kemampuan dan kecakapannya dalam berdiplomasi mejadikannya diangkat sebagai konselir 
pemerintahan Firenze pada umur 25 tahun. Latar belakang kehidupan pribadi Machiavelli 
sangat sedikit diketahui. Pada tahun 1502 menikahi Marietta Corsini yang kelak melahirkan 
enam anak baginya. Kehidupan keluarga Machiavelli kurang bahagia, yang mungkin 
disebabkan kesibukan politik. Menurut Fransisco Vettori, sahabat Machiavelli, menceritakan 
penampilan Machiavelli dimasa muda merupakan seorang yang bertubuh langsing, mata 
berkilat-kilat, rambut hitam, hidung mancung, mulut selalu terkatup rapat. Kesemua itu 
mengesankan sosok Machiavelli sebagai pengamat dan pemikir yang tajam. 
Sosok amoral politik yang ada dalam II Principle adalah wujud dari kegundahan Machiavelli 
melihat kondisi Itali di zamannya. Kondisi Italia menjadi sangat labil karena masing-masing 
negara bagian saling ingin merebut dominasi atas negara bagian yang lainnya6. Kondisi ini 
diperparah lagi dengan adanya campur tangan negara-negara besar di sekitar Italia, seperti 
Perancis, Jerman, dan Spanyol. Kondisi yang kacau balau ini menggugah Machiavelli sebagai 
orang yang lahir dan mantan negarawan di Italia menyusun sebuah anjuran cara berpolitik yang 
ditujukan kepada Medici, sang penguasa Italia. 
Machiavelli sebagai putra pencerahan yang terkenal, menolak tradisi politik abad pertengahan 
secara keseluruhan. Dia banyak terinspirasi dari tokoh politik Marsilius yang menyajikan sisa-
sisa dari ide-ide politik abad pertengahan dan benih-benih pemikiran modern7. Marsilius banyak 
mengikuti ide- ide Aristoteles tentang negara dan masyarakat. Yang menarik dari pemikirannya 
adalah anggapan antara keyakinan dan akal merupakan dua wilayah kebenaran yang 
sepenuhnya terpisah. 
Machiavelli menegaskan bahwa politik mempunyai sistem nilainya sendiri, berbeda dari  sistem 
etika perseorangan, dan kekuasaan hanyalah cara untuk mencapai tujuan yang ditentukan 
watak dasar manusia. Konsep politik ini merupakan hal yang baru dalan sejarah politik yang 
ada. Bahkan Machiavelli seringkali disebut sebagai bapak politik kekuasaan. 
Dengan latar belakang yang penuh dengan intrik dan kekerasan inilah Machiavelli membangun 
filsafat politik yang menurut dia cocok pada saat itu. Perhatian utama para pemikir politik, dari 
zaman Yunani hingga zaman pencerahan berkisar pada norma dan tujuan politik itu dilakukan. 
Mereka tertarik untuk membangun negara ideal atau mengeluarkan produk pemikiran sebagai 
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pedoman moral bagi seorang penguasa8. Dalam bidang pemikiran politik, mereka lebih 
cenderung mengiukuti metode spekulatif Plato dari pada pendekatan empirisnya Aristoteles. 
Sejak zaman Yunani, kandungan moral dalam politik menjadi satu, akan tetapi, ilmu politik saat 
itu belum melahirkan satu formulasi teori yang menekankan pentingnya cara-cara dalam politik. 
Dengan kemunculan Machiavelli, dikenallah metodologi baru dalam ilmu politik. Metode ini 
merupakan satu upaya untuk menghapuskan konteks etika secara total dari realitas politik 
sebenarnya. Bukan untuk merubah orientasi prilaku politik waktu itu, karena pada abad 
sebelumnya Aristoteles telah memformulasikan prasyarat politik. 
Machiavelli mengabaikan tujuan etis dalam hal arah dan tujuan negara, ia mempelajari proses 
politik semata demi tujuan menentukan kelayakan dari praktek-praktek politik yang stabil. Tidak 
peduli dengan moralitas dan imoralitas politik yang menyimpang dari moral manusia. 
Machiavelli melihat politik sebagai kegitan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 
masyarakat9. Dalam politik, kekuasaan merupakan suatu interaksi antar pihak yang 
mempengaruhi dan dipengaruhi. Seorang raja harus cerdik untuk mempengaruhi rakyat jika 
ingin kekuasaannya stabil. Ia menekankan cara-cara politik yang seharusnya dikaji secara 
ilmiah tanpa memasukkan unsur kebaikan atau keburukan tujuan politik tersebut. Dia tidak 
menaruh perhatian pada orientasi abad Yunani-Pertengahan yang menekankan hal-hal apa 
yang seharusnya ada dalam tatanan politik. 
Metode politik Machiavelli agak paradok, di satu sisi berusaha memisahkan etika dari politik, 
dan pada saat yang sama melakukan penilaian etis dalam tatanan politik. Pandangannya 
terbingkai dalam kerangka pragmatis, akan tetapi mencakup urgensitas moral tertentu, dan 
bahkan keharusan etis. Sebagaimana tawaran Machiavelli, metode yang terbukti paling berhasil 
untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politik. Metode ini seharusnya dikaji dalam 
kerangka ilmu pengetahuan murni secara cermat, kemudian menjadi buku panduan seorang 
penguasa untuk mensejahterakan rakyat. 
Metode yang digunakan Machiavelli adalah metode komparatif dalam studi politik. Di samping 
itu, tetap menggunakan metode spekulatif (Plato), juga metode sejarah sebagai data empiris 
untuk menganalisa politik tertentu. Ia membandingkan  Russell,Joseph Losco dan Leonard 
Willia (2005: 561) menguraikan, Machiavelli masa lalu dan arus besar modernitas dengan apa 
yang dia pahami, serta memikirkan kearah yang lebih baik dari kejadian tersebut. 
Penekanannya bukan pada riset murni, akan tetapi pada penemuan hukum universal. 
Tujuannya adalah menciptakan ilmu politik yang baru. Seperangkat peraturan yang bisa diikuti 
dan dilaksanakan oleh pemerintah secara penuh. Jadi, baginya ilmu politik merupakan suatu 
ilmu keahlian praktis bagi negarawan. Sejalan dengan itu, ia turut perhatian pada metodologi 
yang bisa diterapkan untuk menemukan rangkaian sebab dominan politik dan perilaku sosial. 
Dalam konsep kebaikan dalam berpolitik, ia menggunakan istilah virtu10 hampir sepenuhnya 
mengacu pada cara-cara yang digunakan penguasa untuk mencapai tujuan politik. Dengan 
demikian, raja yang bijak adalah penguasa yang berhasil, efesien dan mumpuni. Apakah ia 
mencapai tujuannya dengan korup, licik, atau bahkan berkhianat tidak menjadi persoalan, 
sepanjang tindakannya demi kebaikan umum. 
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560 
 
Obsesi Machiavelli selanjutnya, bahwa tujuan politik adalah untuk memperkuat dan 
memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk menyukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. 
Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknis pemanipulasian dukungan masyarakat 
terhadap kekuasaan yang ada dan pemisahan antara prinsip, moral, dan etika. Prinsip-prinsip 
ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara moral dan tata susila merupakan 
suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu yang dihadapi 
sehari-hari. Jadi, bagi Machievelli, untuk mencapai tujuannya, seorang politikus boleh 
menggunakan segala cara tanpa menghiraukan nilai dan moral. 
 
 
ANALISIS PRAKTIK KORUPSI PADA PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA DALAM 
PERSPEKTIF POLITIK MACHIAVELLI 
Reformasi Politik di Indonesia yang penting dalam era post-otoriterisme Soeharto adalah sistem 
pemilihan umum dengan model Pilkada Langsung. Tujuan pertama adalah untuk 
menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil dimana semua partai memiliki kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya, sementara para pemilih dapat menggunakan hak 
mereka sesuai dengan hati nurani mereka tanpa ketakutan dari teror dan paksaan. Tujuan 
kedua adalah untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang dapat dipercaya dan bertanggung 
jawab yang akan melayani kepentingan konstituen mereka. 
Pembicaraan hangat di kalangan politik, bahwa setelah jatuhnya rezim otoritarian Soeharto, 
Indonesia telah memasuki era dimana kebanyakan masyarakat Indonesia mempunyai tendensi 
untuk membangun sistem dan tata kehidupan yang demokratis. Wacana demokrasi di 
Indonesia pada saat itu seakan membangun mimpi masyarakat Indonesia akan kehidupan yang 
berpihak kepada kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan dalam tatanan sosial dan 
budaya yang harmoni. Terbayang nilai-nilai yang indah dan luhur seperti yang terkandung 
dalam  filsafat jawa “Memayu Hayuning Buwono”, yang memiliki makna menjaga atau 
mengelola atau mengabdi demi keindahan tata dunia11.    
Dalam kenyataannya, membangun sistem kehidupan yang demokratis bukanlah suatu hal yang 
sederhana dan gampang yang bahkan dan jelas telah menimbulkan konflik-konflik yang pada 
hakekatnya berkaitan dengan tawar-menawar kekuasaan (bargaining power) atau untuk 
membagi “kue” kekuasaan di antara para “political competitors”12.  
Praktik semacam ini pada dasarnya memiliki kecenderungan identik dengan pemikiran politik 
Machiavelli13, bahwa politik tidak ada gunanya mengikuti peraturan moral. Atas dasar 
pandangan seperti ini, Machiavelli telah membenarkan pengunaan sarana dan alat apapun 
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 Adapun isi dari teori Machiavelli tersebut: a. Untuk melakukannya seorang penguasa yang bijak hendaknya 
mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan 
memadukan machismo ⎯ semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat 
memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah. b. Penguasa bijak hendaknya memiliki 
hal-hal: (1). Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti; (2). Watak-watak 
seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri; (3). Sebuah reputasi menyangkut kemurahan 
hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus. c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang 
diperlukan, betapapun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya ⎯ yaitu dengan 
kebaikan negara. Sumber: Machiavelli, Noccolo, (1984)  The Prince, diterjemahkan, diberi kata pengantar oleh Leo 
Paul S de Alvarez, Irving, Tx.: University of Dallas Press, Buku XV. 
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untuk meraihkan kekuasaan. Ideologi politik ini merupakan sikap menghalalkan segala cara 
untuk mencapai kekuasaan adalah sikap yang dibenarkan menurutnya. Gagasan politik 
Machiavelli ini telah menjadi sumber inspirasi Selama bertahun-tahun yang tak pernah kering 
bagi banyak penguasa sejak awal dipopulerkannya sampai saat ini.  
Pilihan Pilkada langsung merupakan praktik politik yang dianggap dapat menurunkan praktik 
politik uang. Namun dalam kenyataanya, biaya kandidat pemimpin daerah yang sangat besar 
dikarenakan biaya kampanye dan kondisi masyarakat yang masih dapat dimasuki praktik politik 
uang menjadikan praktik politik uang makin menjadi. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya 
kandidat pemimpin daerah yang berlatang belakang pengusaha atau yang didukung 
pengusaha. 
Padahal tujuan pilkada langsung diadakan untuk menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, 
lebih berkualitas dan memiliki aspekbilitas (kemampuan untuk menyelesaikan sendiri) politik 
yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah terpilih mendapat mandat 
langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah 
terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan 
dapat dihindari. Pada  gilirannya, pemilihan kepala daerah secara langsung akan menghasilkan 
Pemerintahan Daerah yang lebih efektif dan efisien, karena legitimasi eksekutif menjadi cukup 
kuat, dan tidak gampang digoyang oleh legislatif.  
Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat menghindarkan politik 
praktis daerah dari aroma money politics. Tidak mungkin bagi calon kepala daerah, baik itu 
calon Gubernur, Bupati atau Walikota, untuk menyuap seluruh rakyat daerah tersebut yang 
berjumlah jutaan orang. Sedangkan jika tetap memakai sistem perwakilan, money politics 
adalah sangat mungkin karena jumlah wakil rakyat daerah relatif sedikit. Bertambah luasnya 
ruang bagi partisipasi aktif rakyat daerah berarti semakin mendekatkan praksis politik di daerah 
dengan demokrasi ideal. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah memiliki legitimasi 
demokrasi yang kuat. Di sisi lain, rakyat akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap 
pilihannya. Rakyat tentunya tidak akan gegabah menentukan pemimpinnya karena pilihan 
tersebut akan menentukan masa depan daerahnya dan akan berimbas pada masa depan 
dirinya sendiri sebagai individu. Akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat, 
begitu pula sebaliknya. Relasi langsung ini akan lebih mendekatkan pemerintah dengan yang 
diperintah. Dengan kedekatan rasional ini, diharapkan penyaluran aspirasi rakyat akan semakin 
lancar dan setiap kebijakan pemerintah akan semakin mudah di kontrol. Pada akhirnya, konsep 
kedaulatan yang ada di tangan rakyat diharapkan bisa sepenuhnya teraktualisasi dalam politik 
praktis daerah.  
Namun dalam kenyataannya, pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang kurang 
berkemampuan baik ilmu dan pengalaman dalam ilmu pemerintahan maupun manajemen 
pemerintahan. Harapan dari tujuan pilkada langsung yang dapat memuaskan dan memenuhi 
hak politik semua warga negara menjadi pemimpin daerah disalahgunakan oleh para 
pengusaha dan orang-orang yang memiliki modal besar untuk menguasai seluruh aset daerah. 
Praktik kampanye dengan modus kegiatan sosial yang dilakukan para kandidat pemimpin 
daerah yang pada umumnya berhasil menarik perhatian masyarakat untuk memilihnya 
merupakan bentuk praktik politik kebaikan yang terlihat pro rakyat tapi sebenarnya bertujuan 
untuk menghabiskan uang rakyat. Politik kebaikan atau sering disebut sebagai politik santun 
tersebut telah memperdaya masyarakat sehingga salah mentukan pilihan. Dan saat ini hampir 
70 % pemimpin daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Analisa mudahnya adalah darimana 
kandidat pemimpin daerah memenuhi kebutuhan biaya kampanye yang sangat besar jika tidak 
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bergabung dengan pemilik modal besar dan disana ada komitmen untuk bagi hasil karena pasti 
pemilik modal besar tersebut tidak akan memberi modal dengan percuma. 
Pada tingkat pemilihan kepala desa saja sudah menghabiskan biaya kampanye sekitar 100 
juta, bagaimana dengan biaya kampanye kandidat bupati atau walikota, juga kandidat gubernur 
bahkan presiden. Tujuan mulia pilkada langsung untuk menghapus politik uang dan menghapus 
korupsi telah menjadi bumerang tujuan itu sendiri bahkan menyuburkan praktik korupsi di 
tingkat daerah. Pemimpin-pemimpin daerah saat ini seolah menjadi raja-raja di daerahnya 
masing-masing yang bebas menggunakan aset negara dan mengekplorasi kekayaan 
daerahnya. Apabila ada pembangunan di daerahnya hanya untuk sesuatu yang tidak 
berdampak langsung kepada masyarakat ataupun jika berdampak hanya bersifat sementara 
yang berakibat kerugian besar negara di masa yang akan datang.  
Dari paparan perilaku politik para kandidat pemimpin daerah diatas, maka dapat diteropong 
melalui teori kebaikan Machievelli. Untuk memahami pemikiran Machiavelli tentang kebaikan 
tidak perlu memakai terminologi tradisional, karena akan menyulitkan dalam pemaknaannya. 
Akan tetapi, istilah-istilah yang digunakan Machiavelli yang sudah menjadi istilah umum dalam 
sejarah pemikiran politik dapat dimaknai lebih jelas. Dalam konsep Yunani kuno tentang 
kebaikan umum, terdapat dua unsur pokok; kebaikan haruslah untuk semua orang, bukan bagi 
keuntungan penguasa tertentu. Dan apa yang baik bagi masyarakat adalah apa yang berakar 
dalam hukum alam, bukan atas dasar kehendak sewenang-wenang manusia. 
Machiavelli menerima pendapat pertama dan menolak yang kedua. Kebaikan yang dipahami 
oleh Machiavelli adalah kebaikan yang memiliki nilai keutamaan dan orientasi yang lebih fokus 
pada manusia itu sendiri14. Standar etika demikian ini tidak menyoroti tindakan yang sesuai 
dengan norma moral. Selanjutnya, Ia mengatakan, pemimpin politik tidak boleh bertindak untuk 
keuntungannya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua orang. 
Machiavelli menyatakan, jika penguasa bertindak karena cinta pada tanah airnya, maka upaya 
ini merupakan kebaikan umum. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia mengatakan, “seorang 
penguasa dalam memerintah rakyat, hukuman lebih berharga daripada kebaikan”15. Berbeda 
dengan kaum tradisionalis, bahwa penguasa yang bertindak demi rakyat, tidak berarti 
tindakannya baik pula. Sebaliknya, yang bisa dikatakan baik, apabila tindakan tersebut 
memenuhi unsur publik. Istilah kebajikan yang digunakan Machievelli menimbulkan pemaknaan 
yang sulit. Bila ditelusuri genealogi istilah ini, nampak jelas bahwa, Machiavelli menggunakan 
term ini dalam makna politik murni yang tidak mempunyai signifikansi etis. 
Ia menggunakan istilah hampir sepenuhnya mengacu pada cara-cara yang digunakan 
penguasa untuk mencapai tujuan politik. Dengan demikian, raja yang bijak adalah penguasa 
yang berhasil, efesien dan mumpuni. Apakah ia mencapai tujuannya dengan korup, licik, atau 
bahkan berkhianat tidak menjadi persoalan, sepanjang tindakannya demi kebaikan umum. 
Dari sini dapat dinilai bahwa, kebaikan umum yang diungkapkan Machiavelli masih berkaitan 
erat dengan tujuan politik. Sebagaimana manusia biasa, yang memiliki kelebihan dan 
kekurangan, bila digali lebih dalam lagi, Machiavelli merupakan pencari nilai-nilai yang berarti 
dan baik. Yaitu nilai yang senantiasa bermakna kebaikan umum, dan standar-standar etis 
lainnya. Secara psikis, ia juga tidak melupakan aspek kejujuran, yang secara substansial 
adalah kebajikan itu sendiri. Nilai kejujuran dalam hal ini merupakan sebagai dasar nilai politik. 
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 Bertens, K, Etika, hal 212. 
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 Machiavelli, Niccolo, Diskursus, hal 379. 
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Yang lebih sederhana, kebaikan ataupun kejujuran seseorang merupakan kepalsuan dari 
manusia politik untuk menggapai kekuasaan. 
Sedangkan kerangka pikir yang kedua, berbicara tentang etika politik kekuasaan, untuk 
memenuhi kepentingan dan pengelolaan kekuasaan sang penguasa. Penguasa yang baik 
adalah orang yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Akan tetapi demi 
tanah air yang menjadi milik semua rakyat. Pandangan yang dikedepankan untuk mencapai 
tujuan sosial dan politik tidak bisa dikesampingkan terhadap pandangannya tentang kebaikan 
umum. Demi tujuan yang baik, semua cara yang diperlukan bisa dilakukan untuk mencapai 
tujuan tesebut. Seorang penguasa tidak wajib mempertanyakan etis dan tidaknya tindakan 
politik. Satu-satunya pembatas adalah keharusan menggunakan untuk tujuan yang benar 
(Common Good). Pandangan Machiavelli tentang tujuan dan cara bertolak belakang dengan 
tradisi kuno. Ia sendiri mengakui inovasi radikal dalam pendekatannya: 
“ saya sendiri melepaskan diri dari prinsip-prinsip yang dibangun oleh pendahulu 
saya, tetapi tujuan saya adalah menuliskan sesuatu yang bisa dipakai oleh mereka 
yang mau memahami”16. 
Machiavelli berusaha menghindar dari kesulitan logis, yang terdapat dalam masalah tujuan dan 
cara, serta melepas hukum-hukum politik dari regulasi moralitas. Ia acuh terhadap nilai agama, 
bahkan mengecam praktek etika politik pada zamannya. Akan tetapi, ia memperkenalkan 
sekaligus membenarkan dua nilai moral, yang satu dikenakan bagi penguasa, dan yang lain 
untuk individu. Nilai moral yang pertama membenarkan segala tindakan penguasa dalam 
rangka memelihara dan memperbesar kekuasaan. Sedangkan nilai moral yang kedua, 
menyangkut tindakan penguasa secara perseorangan dalam kelompok sosial17. 
Karakter dari filsafat sosial yang radikal ini menolak regulasi politik yang merujuk pada norma 
moral transendental. Dia melihat kekuasaan politik sebagai kekuatan independen yang diatur 
oleh hukum secara fungsional. Terlepas dari semua prinsip moral yang bisa diterapkan pada 
tindakan pribadi manusia. Filsafat politik Machiavelli membuka pintu bagi kekuasaan Negara 
menjadi tidak terbatas. Untuk doktrin menghalalkan segala cara, Machiavelli tidak konsisten 
terhadap politik yang sejatinya berhubungan dengan eksistensi hukum alam. Sebagaimana 
politik, alam memiliki kesamaan dengan tingkah laku dan keinginan manusia. Machiavelli tidak 
memahami lebih jauh naluri politik yang dimiliki manusia sacara antropologi politik. Ia hanya 
mengasumsikan bahwa hasrat kuasa manusia tidak jauh berbeda dengan binatang.  
Obsesi Machiavelli selanjutnya, bahwa tujuan politik adalah untuk memperkuat dan 
memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk menyukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. 
Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknis pemanipulasian dukungan masyarakat 
terhadap kekuasaan yang ada dan pemisahan antara prinsip, moral, dan etika. Prinsip-prinsip 
ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara moral dan tata susila merupakan 
suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu yang dihadapi 
sehari- hari. Tata nilai yang ada dalam agama (Kristen) banyak membicarakan sikap dan 
perilaku hidup yang tidak realistis. Oleh karenanya, politik tidak perlu memperhatikan bidang 
moral. Politik mengharuskan konsep yang baik, yakni kemerdekaan sosial, keamanan, dan 
konstitusi yang memiliki hak hukum secara adil dihadapan raja dan rakyat. Bila mana konsep-
konsep tersebut aplikatif dan solutif, maka politik yang digunakan juga baik. Agar tujuan politik 
tersebut berjalan dengan mulus dan tepat sasaran, dibutuhkan seribu cara. Akan sia-sia 
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 Machiavelli, Niccolo, II Principle,  hal   56. 
17
 Sularto ST, Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek,  hal 35. 
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memperjuangkan sebuah tujuan politik dengan metode-metode yang tidak menjamin 
keberhasilan.  
Jika ingin mencapai tujuan harus memilih cara yang tepat, berdasarkan konteks penerapan 
politik yang ada. Sebagaimana Machiavelli, persoalan cara bisa dikaji secara ilmiah, tanpa 
mempertimbangkan kebaikan ataupun keburukan tujuannya. Meraih tujuan politik memang 
merupakan suatu kebutuhan. Untuk itu, harus mengakui pendapat Machiavelli bahwa cara 
dalam politik merupakan faktor penting dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.  
Bagi Machiavelli, penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal diantaranya: (1) sebuah 
kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti; (2) watak- watak 
seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin dan kontrol diri; (3) sebuah reputasi yang 
menyangkut kemurahan hati, pengampun, dan dapat dipercaya, dan tulus. Atas dasar 
konsepnya ini, Machiavelli memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun yang ingin menjadi 
penguasa dan mempertahankan kekuasaan. Untuk kepentingan tulisan ini, penulis fokus pada 
nasihat (sekarang teori) yang ketiga tentang reputasi kemurahan hati seorang penguasa 
terhadap rakyat yang dipimpin. Reputasi kemurahan hati, yaitu penguasa harus berbuat baik 
kepada rakyat dengan membagi-bagikan uang secara menyolok dan royal kepada rakyat. 
Machiavelli juga menegaskan, dengan reputasi kemurahan hati itu penguasa dapat jatuh dari 
kekuasaannya. 
Dalam bersikap kemurahan hati, sang penguasa akan berlebihan saat menggunakan seluruh 
sumber dayanya; dan seandainya ia ingin terus menerus dianggap murah hati, pada akhirnya ia 
terpaksa menjadi serakah, menarik pajak dari rakyat yang sangat membebani, dan 
mengumpulkan uang lewat berbagai cara yang mungkin. Jadi, ia akan mulai dibenci oleh 
subjek-subjeknya dan, karena jatuh miskin, ia hanya dapat mendapatkan sedikit penghormatan 
karena kemurahan hatinya teah merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan beberapa, 
ia akan merasakan akibat- akibat ketidakpuasan, dan ancaman nyata pertama terhadap 
kekuasaanya akan menyeretkan kedalam kesulitan-kesulitan menyedihkan. Ketika menyadari 
hal ini, dan mengubah cara-caranya, ia segera akan menerima reputasi buruk karena bersikap 
kikir18. 
Melalui konsep di atas tulisan ini menguraikan bagaimana kemurahan hati para kandidat 
pemimpin daerah pada saat pilkada langsung terhadap rakyat dengan mengeluarkan berbagai 
macam janji tentang kebijakan populis (pro rakyat) dan imbasnya pada pertahanan kekuasaan 
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berhubungan dengan eksistensi hukum alam. Sebagaimana politik, alam memiliki kesamaan 
dengan tingkah laku dan keinginan manusia. Machiavelli tidak memahami lebih jauh naluri 
politik yang dimiliki manusia sacara antropologi politik. Ia hanya mengasumsikan bahwa hasrat 
kuasa manusia tidak jauh berbeda dengan binatang. 
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seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin dan kontrol diri; (3) sebuah reputasi yang 
menyangkut kemurahan hati, pengampun, dan dapat dipercaya, dan tulus. Atas dasar 
konsepnya ini, Machiavelli memberikan nasihat- nasihat kepada siapapun yang ingin menjadi 




Penulis membaca dan mencermati tulisan Machiavelli dan mampu menciptakan seorang 
machiavelian-machiavelian yang bisa berkuasa di berbagai belahan penjuru dunia dengan 
menggunakan cara-cara dan pemikiran Machiavelli. Ajaran Machiavelli memberikan inspirasi 
buruk terhadap perkembangan politik terutama di Indonesia yang sudah menerapkan model 
pemilihan dengan sistem Pemilukada secara langsung sampai Pilpres.  
Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi sejak era reformasi 1998, tentu saja 
sudah bisa disimpulkan dan dirasakan saat ini. Bahwa era reformasi belum bisa memberikan 
hasil yang baik terhadap kondisi politik di Indonesia. Berdasarkan data, 70% kepala daerah di 
Indonesia terlibat kasus korupsi.  
Penulis dalam hal ini sudah bisa menyimpulkan, bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah 
adanya kesalahan dalam sistem proses pemilihan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. 
Baik kesalahan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif atau lebih dikenal dengan 
Pemulikada dan Pilpres yang dilakukan secara langsung. 
Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan sebuah penelitian dalam rangka untuk membuat 
suatu desain tentang system pemilihan umum di Indonesia yang bebas korupsi dan tidak akan 
memicu dampak secara tidak langsung dikemudian hari pada saat kontestan terpilih sebagai 
legislatif, kepala daerah dan Presiden sekalipun. 
Karena dalam istilah masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum, ada istilah “mbalekno 
bondo”. Yang artinya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada saat prosesi 
pemilukada dsb.  
Tentunya, hanya satu hal yang bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dan 
menimbulkan terjadinya korupsi politik di Indonesia, yakni sistem pemilihan umum yang jujur, 
akuntable, konstitusional dan didukung mental SDM yang mumpuni serta Berketuhanan Yang 
Maha Esa menghindarai ajaran-ajaran dan prinsip Machiavelli.      
 
CATATAN DAN REFERENSI 
Menurut Baharuddin Lopa1, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu 
tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta 
perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian 
negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Undang-undang pemberantasan 
tindak pidana korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah 
“perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap 
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terhadap pejabat atau pegawai negeri. Salah satu definisi tentang korupsi secara umum 
dikemukakan oleh Leslie Palmier1, korupsi secara umum merupakan penggunaan fasilitas 
pemerintah (public office) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Untuk mengkaji lebih jauh, 
kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang mengenai pemberantasan 
tindak pidan korupsi. Beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu 
didalami yaitu kata-kata: “perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, 
merugikan keuangangan/perekonomian negara, menyalahgunakan wewenang, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
 
3 Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di 
daerah, dimana rakyat diberikan hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan calon 
kepala daerah yang dianggap mampu menyuarakan aspirasinya. Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Langsung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD). 
 
4 Armada Riyanto. Keterpurukan Societas dalam Berfilsafat Politik. Penerbit Kanisius, 
Yogyakarta, 2011. Hal 154. 
 
10 Virtu adalah keutamaan. Atrinya, penilaian (baik dan buruk) yang bersumber dari sifat watak 
yang dimiliki manusia. Secara historis -filosofis, ‘virtu’ merupakan suatu konsep etika yang 
tertua. 
 
11 Armada Riyanto. Memayu Hayuning Buwono. Eco-Etika dalam Kebijaksanaan Jawa. Dalam 
Minum Dari Sumber Sendiri, Dari Alam Menuju Tuhan. Penerbit STFT Widya Sasana Malang, 
2011:119. 
 
12 Pius S Prasetyo. Desentralisasi dan Demokrasi Lokal Indonesia: Kasus Pemerintahan Desa 
di Jawa Barat. Dalam Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik. Yokyakarta, Graha Ilmu, 2010: 
173. 
 
13 Adapun isi dari teori Machiavelli tersebut: a. Untuk melakukannya seorang penguasa yang 
bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan 
kebaikan negara. Hanya dengan memadukan machismo ⎯ semangat keprajuritan, dan 
pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada 
negara dan mencapai keabadian sejarah. b. Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal: (1). 
Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti; (2). 
Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri; (3). Sebuah 
reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus. c. Seorang 
pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela 
karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya ⎯ yaitu dengan kebaikan negara. 
Sumber: Machiavelli, Noccolo, (1984)  The Prince, diterjemahkan, diberi kata pengantar oleh 
Leo Paul S de Alvarez, Irving, Tx.: University of Dallas Press, Buku X 
 
